PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
TENTANG
EDUKASI PERKAWINAN, EDUKASI KESIAPAN FISIK, MENTAL
DALAM MENJALANI PERKAWINAN
NOMOR : NOMOR : W3-A9/918/0T.01.2/VII/2022
NOMOR : 870/0854/Umum/Dinkes-2022

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh
dua (7 Juli 2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Haris Luthfi, S.H.I., M.A
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19820425.200904.1.004

Jabatan  : Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Alamat : JI. Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Ampalu, Kecamatan
Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Muara
Labuh yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu;

Nama . dr. Pendewal, M.H.

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 198402082011011007

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jalan Raya Padang Aro-Lubuk Malako, Kecamatan Sangir,

Kabupaten Solok Selatan:
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Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan

Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Pihak
Kedua;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.

Dasar Empiris

Kerja sama ini didasari adanya peningkatan pengajuan despensasi
perkawinan usia dini yang kemudian melahirkan permasalahan
yang pada tahap selanjutya berupa tidak tercapai tujuan dari
perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan
bathin. Perkawinan membentuk generasi keturunan yang akan
mewarisi  keberlanjutan kehidupan generasi bangsa. maka
kesehatan merupakan invenstasi bagi pembangunan negara maka
wawasan kesehatan dalam suatu keluarga merupakan faktor
penunjnag keberlangsung kebahagian dalam perkawinan;

Dasar Yuridis

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan perubahan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 24 ayat (5)
berbunyi Hakim Pengadilan diberi Jaminan Keamanan dalam
melaksanakan tugasnya;

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

c. Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 (1
Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

d. Undang Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan:

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang
Kesehatan Masyarakat:;

f. Peratutan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang

penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum Hamil,
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masa hamil dan masa sesudah melahirkan, pelayanan
Kontrasepsi dan pelayanan kesehatan seksual

g. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 2449/ DjA/ HM.00/ 4/ 2022
Tanggal 22 April 2022;

h. Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor
HK.01.02/B/275/2022 tanggal 11 April 2022

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan

diri dalam satu perjanjian kerjasama dalam rangka memberikan edukasi

kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik mental dan ekonomi

dalam menjalankan perkawinan melalui kerja sama, dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut :

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1.

Pengadilan Agama Muara Labuh adalah Pengadilan Agama pada
tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wagaf, zakat, infag, sadagah, dan sengketa syari’ah:

Dinas Kesehatan adalah Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
Selatan yang mengurusi Bidang Kesehatan;

Ketua Pengadilan Agama adalah Ketua Pengadilan Agama Muara
Labuh;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
Selatan yang membawahi Dinas Kesehatan:

Kegiatan edukasi kesehatan perkawinan adalah kegiatan penyuluhan
kesehatan pada pasangan sebelum melakukan perkawinan ;
Penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi
hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir

di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq,
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sadaqah, dan sengketa syari'ah;

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak
dalam rangka menjaga pemberian dispensasi kawin yang akan
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh dan upaya promotive-
preventif serta advokasi kesehatan fisik, mental bagi yang mengajukan
dispensasi perkawinan;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan layanan bagi
Dispensasi Kawin dalam ketentuan yuridis formal dan kesiapan fisik dan
mental bila terjadi permohonan Dispensasi Kawin:

Pasal 3

(1) Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan,

kepentingan, hak dan kewajiban dari PARA PIHAK sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini:

(2) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama, saling
menghormati dan tidak merugikan PARA PIHAK;

BAB il
RUANG LINGKUP
Pasal 4
(1) Ruang lingkup perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KEDUA berkenaan dengan Edukasi Kesehatan kepada para
Pemohon Dispensasi Kawin sebelum melangsungkan perkawinan;
(2) Waktu penyuluhan kesehatan diatur dengan kesempatan PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan frekuensi serta hari dan jam
yang disepakati maksimal 1 bulan sebelum dilakukan edukasi

kesehatan pekawinan pada perkara dispensasi Perkawinan PIHAK
PERTAMA;
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BAB IV
KESEPAKATAN
Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan kegiatan penyuluhan
kesehatan maupun kegiatan relevan lainnya sesuai dengan Pasal 4
ayat (1) melalui Dinas Kesehatan yang ada di PIHAK KEDUA
bilamana ada Perkara Dispensasi Perkawinan yang memerlukan
penyuluhan/edukasi kesehatan, dilakukan pada jam kerja mulai pukul
09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB:

(2) Kegiatan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) di Dinas Kesehatan
disampaikan bisa secara online maupun offline dengan durasi sesuai
kebutuhan;

(3) PIHAK PERTAMA akan menggunakan fasilitas yang ada pada Dinas

Kesehatan milik PIHAK KEDUA untuk keperluan kegiatan sesuai
ketentuan Pasal 5 ayat (1);

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6
(1) PIHAK PERTAMA berhak:

a. Mendapatkan fasilitas yang ada pada Dinas Kesehatan guna
keperluan kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1);

b. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dokumentasi
kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) lewat Dinas
Kesehatan;

c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan jadwal siaran kegiatan
sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) vang telah disepakati
dengan PIHAK KEDUA;

d. PIHAK PERTAMA berhak mengusulkan materi

penyuluhan/edukasi kesehatan yang akan disepakati melalui
fasilitator,;

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

PRHAK KESATU PIHAK KEDUA

L 4

\




a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan penvuluhan/edukasi
kesehatan perkawinan maupun informasi relevan lainnya yang ada di
PIHAK PERTAMA melalui Dinas Kesehatan:

(3) PIHAK KEDUA berhak:

Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyuluhan/edukasi

kesehatan perkawinan maupun informasi relevan lainnya yang ada di

PIHAK PERTAMA melalui Dinas Kesehatan:

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA
untuk keperluan penyuluhan/edukasi kesehatan perkawinan;

b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dokumentasi kegiatan
sesuai dengan ketentuan Pasal 4 avat (1)kepada PIHAK
PERTAMA,;

c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengatur jadwal siaran tentang
kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang telah
disepakati dengan PIHAK PERTAMA;

BAB VI
PENJAMINAN
Pasal 7
(1) Dalam Perjanjian ini PARA PIHAK menjamin untuk mengadakan
Kerjasama untuk kepentingan bersama sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK;
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan

dituangkan dalam sebuah perjanjian yang melibatkan PARA PIHAK;

BAB VI
PENGALIHAN
Pasal 8
PARA PIHAK tidak dapat memindahkan ataupun mengalihkan Perjanjian
Kerjasama ini untuk keseluruhan maupun untuk sebagian kepada PIHAK

yang lain tanpa memperoleh kesepakatan dan persetujuan terlebih dahulu
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dari PARA PIHAK;

BAB Vi
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan
dengan Undang-Undang yang berlaku;

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IX
JANGKA WAKTU

Pasal 10
Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal
ditetapkan oleh PARA PIHAK:
Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau
mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud
tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini:
Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik diakhiri atau karena masa
berakhirnya, PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya;
Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban
(liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah
disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK;

BAB X
PENGAKHIRAN
Pasal 11
Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu
Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud
mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara
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(1)

(2)

1)

(@)

(1)

tertulis kepada PIHAK lainnya dan disepakati PARA PIHAK:

BAB Xi
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 12
Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force

Majeure) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap
pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK
PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA karena diluar kemampuan dan
atau diluar wewenangnya sehingga tidak dapat dilanjutkannya
perjanjian ini;

Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Bencana Alam;

b. Bencana Non Alam:

c. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara
resmi yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian
ini;

d. Keadaan politik, peperangan atau gangguan  keamanan yang
yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan;

BAB XlI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13
Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian
Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat:
Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat &)

tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaiakan secara
mediasi;

BAB Xl
ALAMAT KORESPONDENSI
Pasal 14
Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah
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tertulis kepada PIHAK lainnya dan disepakati PARA PIHAK;

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 12
Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force

Majeure) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap
pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK
PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA karena diluar kemampuan dan
atau diluar wewenangnya sehingga tidak dapat dilanjutkannya
perjanjian ini;

Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Bencana Alam;

b. Bencana Non Alam;

c. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara
resmi yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian
ini;

d. Keadaan politik, peperangan atau gangguan  keamanan yang

yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan;

BAB Xl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13
Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian
Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat;
Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1)

tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaiakan secara
mediasi;

BAB XIil
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur
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berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan

(Addendum) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 15
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal
Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing
PIHAK;

“PIHAK KEDUA , PIHAK PERTAMA
DINAS KESEHATAN .. PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN SOLOK SELATAN : UARA LABUH

PIt Ke “,ala Dinas Kesehatan
Kabupaten Solok Selatan

Muara Labuh
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